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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan, maka penullis 

menyimpulkan diantaranya sebagai berikut : 

1. Sengketa status kepemilikan rumah susun atau satuan rumah susun 

kerap terjadi, dipicu banyak faktor salah satunya dari ketidak pahaman 

masyarakat terhadap segala ketentuan peraturan perundang - 

undangan yang mengatur mengenai rumah susun. Selain hal tersebut, 

masih terdapat kelemahan - kelemahan dalam ketentuan Undang - 

Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun, sebagaimana 

dapat terlihat dari banyaknya uji materil undang - undang tersebut, 

selain dianggap adanya saling bertentangan antara ketentuan yang 

satu dengan ketentuan lainnya, undang - undang tersebut juga 

dianggap banyak bertentangan dengan Undang - Undang Dasar 

(UUD) 1945. Problem yang paling krusial dari rumah susun adalah 

persoalan kepemilikan baik yang berkaitan dengan keabsahan 

maupun berkaitan dengan hak yang melekat pada status kepemilikan. 

Khususnya berkaitan dengan pengelolaan rumah susun dan simpang 

siur pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah 

Susun (PPPSRS) yang merupakan lembaga badan hukum yang 

didelegasikan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang 

Rumah Susun, sebagai badan yang berwenang akan pengelolaan 



 
 

65 
 

rumah susun dibawah kendali pemilik dan penghuni. Belum idealnya 

implementasi amanat undang - undang berkaitan dengan 

pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah 

Susun menjadi pemicu ketidakselarasan pengelolaan rumah susun 

yang berimbas kepada hilangnya hak masyarakat dalam 

memanfaatkan kepemilikannya terhadap rumah susun.  

2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak yang dalam hal 

ini adalah pemilik dan penghuni rumah susun, pelaku pembangunan 

rumah susun, dan pengelola rumah susun dalam menyelesaikan 

sengketa yang terjadi dapat ditempuh berdasarkan amanat Undang - 

Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun adalah dengan 

melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat, sebagaimana 

diamanatkan Pasal 105 Ayat (1). Bila mana musyawarah mufakat 

tidak dilakukan oleh para pihak, maka para pihak dapat mengambil 

langkah hukum selanjutnya baik melalui pengadilan dengan 

memberikan laporan kepada aparat penegak hukum baik sengketa 

perdata, sengketa administrasi, maupun pidana. Namun dapat juga 

ditempuh penyelesaian dengan cara lain sebagaimana diamanatkan 

dalam undang-undang ini dalam pasal yang sama untuk 

menyelesaikan sengketa dengan alternatif penyelesaian sengketa di 

luar pengadilan melalui arbitrase, konsultasi, negosiasi, konsiliasi, 

dan/atau penilaian ahli yang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang - undangan yang berlaku.  
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B. SARAN 

1. Guna mencegah timbulnya persoalan - persoalan hendaknya 

masyarakat benar - benar memperhatikan dan memahami segala 

ketentuan peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan 

rumah susun, sebelum mengambil keputusan membeli satuan rumah 

susun, serta memahami secara benar segala hak dan kewajiban 

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang - undangan tertulis. 

Hendaknya pihak pelaku pembangunan konsisten menjalankan 

ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku, khususnya 

pengaturan mengenai Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan 

Rumah Susun (PPPSRS). 

2. Dalam kerangka meminimalisir sengketa kepemilikan rumah susun 

maupun sengketa pengelolaan rumah susun, maka perlu kiranya 

peran aktif pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap 

pengelolaan rumah susun, sesuai dengan kewenangan yang 

diberikan undang - undang, dalam hal terjadi sengketa dan tidak 

adanya titik temu antara para pihak yang bersengketa sehingga tidak 

adanya kata mufakat dari musyarawah yang dilaksanakan, hendaknya 

sebelum melanjutkan sengketa ke pengadilan, terlebih dahulu para 

pihak membawa persoalan kepada pihak yang berwenang, dalam hal 

ini Dinas Perumahan untuk menjadi penengah dari persoalan yang 

disengketakan, mengingat pemerintah memiliki kewenangan untuk itu.  
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